
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
I Pembentukan qaerah - Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kea.rsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomorj5071); 

3. Undang ·- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
I 

Pembentukan , Peratu.ran Pcrnndang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Norn.or 82, T~bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomorj5234); 

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan 9aerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun,2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republi~ Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undan.g Nomor 9jTahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

I 
I 
I 
I 

Mengingat 

~- 

DENGAN RAHMAT TpHAN YANG MAHA :ZSA 

BUPATI GROBOGAN, 

Menimbang: bahwa untuk melJsanakan ketentuan pasal 32 Peraturan 
Daerah Kabupaten <p-robogan Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Kearsipan, serta dalam rangka tercapainya 
efisiensi, efektifitas \dalam pengelolaan arsip dinamis dan 

I • 

penyelamatan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Grobogan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

I 

Pedoman Penyusutah Arsip. 

I 

I 
I 

TE1TANG . 
PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP 

I 
! 

NOMOR 25 TAHUN 2019 

I 

BUPATI PROBOGAN 
PROVINS! ,JAWA · TENGAH 

I 
PERATURAN B}JPATI GROBOGAN 

I 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
I 

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Bupati adalah Bupati Grobogan 
3. Pemerintah Daerah adalah B~pati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang l memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

I 

4. Perangkat Daerah adalah unsuf pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. i 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setemp1at berdasarkan. prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Repub\ik Indonesia. 

B1jJ3 I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN 
AR SIP 

MEMUTUSKAN : 

I Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
I 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
• I Indonesia Tahun Q.O 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
5. Peraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
Tentang Kearsip~ (Lembaran Negara Republik Indonesia 

I 
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

I 
Republik Indonesia Nomor 5286); 

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan 
Arsip; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 
Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Kear sipan 
(Lembaran Daerr Kabupaten Grobogan Tahun 2017 
Nomor 1 ); 



Indonesia dan/ atau Lembaga Kearsipan Daerah. 
I 

14. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyarata.n 
dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat 
diperbarui, dan tidak tergantika~ apabila rusak atau hilang. 

15. Lembaga Kearsipan Daerah yai;ig selanjutnya disingkat LKD adalah 
Lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang 

' pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. 
I 

16. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas 
dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang 
pengelolaan arsip dinamis rneliputi Lembaga Kearsipan Daerah, unit 
kearsipan, Perangkat Daerah, instansi vertikal, BUMD, 
Desa/Kelurahan, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 
organisasi kemasyarakatan, dan/ atau perseorangan. 

17. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mem.punyai 
. I 

tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan 
I 

kegiatan penciptaan arsip di ling~ngannya. 

13. 

12. 

10. 

7. Instansi Vertikal adalah peran~at Kementrian atau Lembaga Negara 
Non Kementrian yang mempunyai wilayah kerja di Derah. 

I 

8. Perusahaan adalah setiap benfuk usaha yang melakukan kegiatan 
dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berben tuk 
badan hukum yang didirikan d~/ atau berkedudukan di Daerah. 

9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk 
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi infonna.si dan 
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, 
pemerintahan daerah, lembagal pendidikan, perusahaan, organisasi 
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 
pelaksanaan kehidupan bermasYiarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 

I 
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 

I 

Arsip Aktif adalah arsip yang fre~ensi penggunaannya tinggi d.an/ atau 
terns- menerus. 1 

Arsip Inaktif adalah arsip yang fr~kuensi penggunaanya telah menurun. 
I 

Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena 
memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan 
berketerangan dipermanenkan ! yang telah diverifikasi baik secara 
langsung maupun tidak Iangsung oleh Arsip Nasional Republik 

11. 

pemerintah daerah melalui penyertaan secara Iangsung yang berasal 
I 

dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan. 

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh 

' 



badan-badan pemerintahan. 
I 

22. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip yang tidak 
I bernilai guna dan pengamanan infonnasi yang dilakukan dengan cara 
I 

penghancuran fisik arsip sampaijtidak dapat dikenali lagi. 
23. Penyerahan Arsip Statis adalah kegiatan pengurangan arsip, pengalihan 

tanggungjawab pengelolaan arsip statis dari lembaga pencipta arsip 
kepada lembaga kearsipan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian 

I 

memori kolektif dan bahan pertanggungjawaban. 
24. Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek 

fungsi dan substansi informJsinya serta karakteristik fisik/ nilai 
instrinstiknya yang dilakukJ melalui langkah-langkah teknis 
pengaturan secara sistematis da.iam unit-unit informasi. 

25. Daftar Arsip adalah daftar sekurang-kurangnya berisi nomor urut, series 
l 

atau uraian berkas, tahun pembuatan arsip, jurnlah arsip, dan 
keterangan yang digunakan sebagai sarana penemuan kembali dan 
Penyusutan Arsip. 

26. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan 
terhadap suatu jenis arsip. 

27. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang 
berisi sekurang-kurangnya jan~ka waktu penyimpanan atau retensi, 
jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan 
suatu jenis arsip dimusnahkan atau dipermanenkan yang dipergunakan 
sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 

28. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya 
bagi kepentingan pengguna arsip. 

29. Arsip Tekstual adalah informasi yang direkam a tau dicatat pada 
lembaran kertas, yang dapat lberupa korespondensi maupun non 
korespondensi. 1 

19. 
kearsipan. 
Depo Arsip adalah tempat dan semua fasilitas yang mempunyai desain 

I 

khusus untuk menyimpan arsip statis. 
f 

Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan 
cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, 
pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip 
statis kepada lembaga kearsipan 

I 
21. Pemindahan Arsip lnaktif adalah kegiatan pengurangan arsip inaktif dan 

pengalihan tanggungjawab pengolahan arsip inaktif dari unit 
I 

pengolah ke unit kearsipan di lingkungan lembaga-lembaga Negara dan 

20. 

satuaA kerja pada Pencipta Arsip yang 
I 

tanggpng jawab dalam penyelenggaraan 
18. Unit Kearsipan adalah 

mempunyai tugas dan 



( 1} Penyusutan Arsip meliputi : 
a. Pemindahan Arsip lnaktif; 
b. Pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki 

nilai guna dilaksanakan sesuai dengan keten tuan pe:raturan 
I 

perundang-undangan; dan ! 
c. Penyerahan Arsip Statis o\eh Pencipta Arsip kepada Lembaga 

Kearsipan Daerah. i 
I 

(2) Penyusutan Arsip dilakukan oleh Pencipta Arsip berdasarkan JRA 
dengan memperhatikan kepentingan Pencipta Arsip serta kepentingan 
masyarakat, bangsa dan negara.: 

(3) Prosedur Penyusutan Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. · 

BAB Ill 

PENYUSUTAN ARSIP 

Pasal 3 

( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjadi acuan 
bagi Pencipta Arsip di Kabupaten Grobogan dalam melakukan kegiatan 
penyusutan arsip. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman yang 
bersifat teknis operasiona1 bagi Pencipta Arsip di Kabupaten Grobogan 
agar dalam penyelenggaraan penyusutan arsip sesuai dengan prosedur 

I 
dan ketentuan yang berlaku. 

BAB 11 
MAKSUD DAN TUJUAN 

I 
Pasal 2 

I 

I 

30. Arsip Kartografi adalah informasilyang berupa gambaran peta, termasuk 
gambar-gambar yang berkaitan dengan kearsitekturan. 

31. Arsip Bentuk Khusus adalah irtforn1asi yang terekam dalarn bentuk 
I 

audio visual yang dapat berupa gambar statis, citra bergerak dan 
rekaman suara. I 

32. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya 
b "k ti" · I agi epen ngan pengguna ars1p( 

I 

.: 



(1) Pemusnahan arsip menjadi tanggungjawab pimpinan Pencipta Arsip, 
(2) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

I 

terhadap arsip : 
a. tidak memiliki nilai guna; ! 

I 

b. telah habis retensinya · dan berketerangan dinrusnahkan 

berdasarkan JRA; 
c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang rnelarang; dan 
d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. 

I 
(3) Dalam hal arsip belum memenuhi semua ketentuan sebagaimana 

I 

dimaksud pada ayat (2), retensinya ditentukan kembali oleh pimpinan 
Pencipta Arsip. . I 

I 

PEMUSNAHAN ARSIP 
I Pasal 6 
I 

BAlB V 
I 

J l 1) Pelaksanaan kegiatan pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana 
I 

dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai dengan prosedur 
pemindahan Arsip Inak.tif. 

(2) Ketentuan mengenai prosedur pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana 
dimaksud pada ayat {1} tercant1u dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

1 

I 
Pasal 5 

( 1) Pemindahan Arsip lnaktif dilaks~akan dengan memperhatikan bentuk 
d di . I an me ia arsip. 

(2) Pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi kurang dari 1 O 
I 

(sepuluh) tahun dilakukan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan. 
(3) Pemindahan Arsip lnaktif yang memiliki retensi paling singkat 10 

{sepuluh) tahun dilakukan oleh Pencipta Arsip ke LKD. 
(4) Pem.indahan Arsip lnaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui kegiatan: 
a. penyeleksian Arsip lnaktif; , 

I 

b. pembuatan daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan; dan 
! 

c. penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan. 

BAB IV . 
PEMINDAHAN ARSIP 

I 
I Pasal 4 



Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati 
I 

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Grobogan. 

BAB VII 
PEMB,AYAAN 

Pasal 10 
I 

Pasal 9 

( 1) Penyerahan Arsip Statis sebaganliana dimaksud dalam pasal 8 menjadi 
I 

tanggung jawab pimpinan Pencipta Arsip. 
I 

(2) Pelaksanaan kegiatan penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud 
I 

dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan prosedur penyerahan Arsip 
statis. 

(3) Ketentuan mengenai prosedur fenyerahan Arsip Statis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Penyerahan Arsip statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan 
Daerah dilakukan terhadap arsip yang : 
a. Memilik.i nilai guna kesejarahan;; 
b. Telah habis retensinya; dan/ atau 

I 
c. Berketerangan dipermanenkan sesuai JRA Pencipta Arsip; 

I 
I 

I 

B~BVI 
I 

PENYERAHAN ARSIP STATIS 
Pa,al 8 

(1) Pelaksanaan kegiatan pernusnahan arsip sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 6 dilakukan sesuai dengan prosedur pemusnahan arsip. 

(2) Ketentuan mengenai prosedur pemusnahan arsip sebagaimana 
I 

dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGANTAHUN 2019 NOMOR: 25 

Grobogan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku f>ada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, me~erintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

I 

BAB VIII 
I 
I 

PErfUTUP 
Pasal 11 

I 



I 1 
I 

BAB III PENYERAHAN ARSIP STATIS 
I 

a. Penyeleksian dan Pembuatan Daftar Arsip U sul Serah; 
b. Penilaian; , 
c. Pemberitahuan Penyerahan Arsip Stati.s; 
d. Verifikasi dan Persetujuan; 
e. Penetapan Arsip yang akan Diserahkan; dan 

I 

f. Pelaksanaan Serah Terima Arsip Statis. 
I 

b. Penyeleksian arsip; 
c. Pembuatan daftar arsip1 usul musnah; 
d. Penilaian oleh panitia penilai arsip; 
e. Permohonan persetujuan/ pertimbangan; 

I 
f. Penetapan arsip yang akan dimusnahkan; dan 
g. Pelaksanaan pemusnahan. 

BAB II PEMUSNAHAN ARSIP 
a. Pernbentukan panitia p¢nilai arsip; 

I 

BAB I PEMINDAHAN .ARSIP INAKTIF 
a. Penyeleksaian Arsip In~tif; 
b. Penataan Arsip Inaktif; 
c. Pembuatan Daftar Arsip Inaktif; dan 
d. Penyusunan Berita Acara Pernindahan Arsip lnaktif. 

SISTEMATIKA 

PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP 
DI LINGKUNGAN PEME~TAH KABUPATEN GROBOGAN 

I 
I 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI GROBOGAN 

I NOMOR 25 TAHUN 2019 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN 
ARSIP 



2 

- Arsip Tekstual; 
- Arsip Katografi; dan 
- Arsip Bentuk Khusus. 1 

d) Prosedur Pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan 
meliputi: 

1. Penyeleksian Arsip Inaktif 

a. Penyeleksian Arsip lnaktif yang dimiliki oleh Unit Pengolah 
I 

dilakukan dengan cara memilah berkas berdasarkan tahun 
I 

penciptaan, mencocokkan: melalui JRA dengan melihat pada 
kolom retensi aktifnya. AJabila terdapat berkas yang melewati 
masa simpan pada periodd Arsip Aktif maka arsip tersebut telah 

I 

memasuki masa . inaktif atau frekuensi penggunaannya sudah 
I 

JRA; 
- tidak digunakan lagi sebagai bahan pembuktian, sebagai bahan 

I 
penegakan hak dan kewajiban atau kepentingan lain bagi Unit 
Pengolah. 

b) Pemindahan Arsip lnaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan 
dilaksanakan oleh pengelola Arsib yang berkedudukan di bawah kepala 

I 

unit pengolah dan kepala unit kearsipan setelah melewati retensi (masa 
· ) · ak if I s1mpan ars1p ti . . I . 

c) Arsip lnaktif yang akan dipindahkan terdiri dari beberapa jenis Arsip 
I 

yaitu: I 

PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF DARI UNIT PENGOLAH KE UNIT 
KEARSIPAN. I 

I 
a) Pemindahan Arsip Inaktif pada unit pengolah dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: i 
- telah habis retensi [masa simpan) sebagai Arsip aktif berdasarkan 

! 

1. Pemindahan arsip inaktif dari !unit pengolah ke unit kearsipan di 
lingkungan Pencipta. Arsip dilakukan untuk arsip inaktif yang memiliki 

I 

retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun. 
2. Pemindahan arsip inaktif dari Pencipta Arsip ke LKD dilakukan untuk 

arsip inaktifyang memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh) tahun. 
I 

3. Kegiatan pemindahan Arsip Inaktif meliputi kegiatan: 
a. Penyeleksian Arsip Inaktif; 
b. Penataan Arsip Inaktif; 
c. Pembuatan Daftar Arsip Inaktif dan 
d. Penyusunan Berita Acara Pemindahan. 

BAB I 
i 

PEMINDAHAN i ARSlP INAKTIF 



3 

rincian kegiatan : . 
I 

- menata folder/berkas yang berisi Arsip Inaktif yang akan 
I 

dipindahkan, yang diurutkan berdasarkan nornor urut daftar 
Arsip lnaktif yang dipindahkan; 

- Menyimpan dan mernasukkan forlder/berkas Arsip Inaktif 
I 

kedalam boks arsip; I 
- memberi label boks arsip, dengan keterangan : nomor boks, 

I 

nama Unit Pengolah, nomcr urut arsip, dan tahun penciptaan 
arsip; I 

d. Penataan Arsip Inaktif dan pernbuatan daftar Arsip Inaktif menjadi 
I 

tanggung jawab Pimpinan Unit Pengolah/Unit Kerja. 

2. Penataan Arsip Inaktif. I 
I 

a. Penataan Arsip Inaktif dilakukan berdasarkan asas asal usul dan 
asas aturan asli : : 

Asas "asal usul" adalah! asas yang dilakukan untuk menjaga 
I 

arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan Pencipta Arsip 
(provenance}, tidak dicampur dengan arsip yang bersal dari 
Pencipta Arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks 
penciptaannya. 

1 
- Asas "aturan asli" adalah asas yang dilakukan untuk menjaga 

I 
arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (original 

' order) atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih 
I 

digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pencipta Arsip. 

b. Penataan Arsip Inaktif I pada Unit Pengolah/Unit Kerja 
dilaksanakan melalui kegiatan : 
- pengaturan fisik arsip; I 
- pengolahan informasi arsip; dan 

I 
- penyusunan daftar Arsi~ lnaktif. 

c. Penataan Arsip lnaktif yang dipindahkan kedalam boks, dengan 
I 

. 
b. Memeriksa isi berkas, pisahkan Arsip dan Non Arsip, blanko, 

I 
duplikasi, dan sebagainya untuk dipisahkan dan dimusnahkan. 

I 

c. Kelompokan Arsip Inaktif yang akan diusulkan untuk 
dipindahkan sesuai Klasifikasi Arsip. 

menurun ( ditandai dengad penggunaan kurang dari 5 [lima] kali 
dalam setahun ), maka berkas tersebut dapat dipisahkan untuk 
dipindahkan ke Unit Kearsipan sebagai Arsip Inaktif . 



(1) Nomor Berisi nomor urut jenis arsip 
I 

(2) Kode Klasifi.kasi B1erisi tanda pengenal arsip yang dapat 
Ar sip membedakan antara masalah yang satu I 

dengan masalah yang lain 
(3) Jenls / Series Arsip Beriai jenis / series arsip 
(4) Tahun Berisi tahun terciptanya arsip 

i 
(5) Jumlah Berisi jumlah arsip dalam setiap jenis 

I 
(~ksemplar / folder/ boks) 

- 

Petunjuk Pengisian : 

Yang Menerima 
( Unit Kearsipan ) 

Nama Jabatan 
Ttd 

Nama Terang 
NIP. 

Yang Memindahkan 
( Unit Pengolah/Unit Kerja) 

Nama jabatan 
Ttd 

Nama Terang 
NIP. 

I 
NO KODE JENI$/ TAH~N JUMLAH TINGKAT NO KETERANGANl 

KLASIFIKASI SERIES PERKEMBANGAN BOKS 
ARSIP ARSIP 

(lJ (ZJ (3} (4) (5J (6J (7} (8} 

. - 

- 

I 

Contoh: I 
I 

Daftar Ju:sip lnnktif yang dipindahkan 
I 
I 

ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. GROBOGAJ'l 
UNIT KERJA : BIDANG PERPUSTAKAAN 

- uraian informasi arsip; 
- kurun waktu; 
- jumlah; dan 
- keterangan. 

nomor arsip; 
- kode klasifikasi; 

3. Pembuat.an Dafta.r Arsip Inaktif. 

a. Pencipta Arsip menyusun daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan 
dan ditanda.tangani oleh [pimpinan Unit Per ... golah/Unit Kerja 
selaku yang memindahkan arsip dan Unit Kearsipan di 
lingkungan Pencipta Arsipl selaku penerima arsip, atau pejabat 
yang diberi kewenangan. 

1 
I 

b. Daftar Arsip In.aktif sekurang-kurangnya memuat: 
- Pencipta Arsip; I 

I 
- Unit Pengolah; I 

I 

I 
j 
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Nama tanpa gelar**) 
NIP 

Nam.a tanpa gelar**) 
NIP 

Dibuat di (tempat)..... (tanggal) 
PIHAK YANG MENERIMA 

Jabatan*} 
Ttd 

I 
Pada hari ini tanggal bulan tahun yang 
bertandatangan clibawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan 
berdasarkan penilaian kembali arsip telah melaksanakan pemindahan 

I 

arsip sebanyak ! tercantum dalam Daftar Arsip 
I 

yang Dipindahkan sebagaimanai terlampir. 
I 
I 

Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan PARA PIHAK menerima 
satu rangkap yang mempunyai ~ekuatan hukum sama. 

I 
I 

I 
I 

PIHAK YANG MEMINDAHK.1'N 
Jabatan*} ' 

Ttd 

DERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP 
Nomor : . 

4. Penyusunan Berita Acara Pemindahan Arsip lnaktif. 
I 

Berita Acara Pemindahan Arsii;> sekurang-kurangnya memuat waktu 
pelaksanaan, tempat, jenis arsip yang clipindahkan, jurnlah arsip, 
pelaksana dan penandatanganan oleh pimpinan Unit Pengolah 

l 
dan/ atau Unit Kearsipan. Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif 
dan Daftar Arsip yang Dipindahkan yang dicetak rangkap 3 (tiga) 
dengan rincian sebagai berikur 
- Rangkap Pertama untuk Un+t Kearsipan Perangkat Daerah. 
- Rangkap Kedua untnk LKD (tembusan) 

j 

- Rangkap Ketiga untuk Unit Pengolah 
• 

Contoh : 

(6) Tingkat - Berisi tingkat perkembangan arsip (asli/ I 

Perkembangan C<;>PY / tembusan). 
Bila terdiri dari beberapa tingkat 
p~rkembangan dicanturnkan seluruhnya 

(7) NomorBoks Berisi nornor yang memuat lokasi pada boks 
bhapa jenis arsip clisimpan 

(8) Keterangan Berisi kekhususan arsip (kertas rapuh/ 
b~rkas lengkap / lampiran tidak ada) 
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a. Pimpinan Unit Kearsipan menyusun daftar Arsip Inaktif yang 
dipindahkan dan ditandatangani oleh Kepala Organisasi Pencipta 
Arsip selaku yang memindahkan arsip serta Kepala Bidang 

I 

3. Membuat Daftar Arsip Inaktif , 
' 

I 
- pengolahan informasi arsip; dan 
- penyusunan daftar Arsip Inaktif. 

b. Penataan Arsip Inaktif dilakan dengan mengelompoka:n Arsip 

Inaktif dari sernua unit l pengolah, berdasarkan keterkaitan 
informasinya sesuai dengan Klasifikasi Arsip. Apabila terdapat 
kesamaan klasifikasi arsip, 

1maka arsip tersebut harus digabung 
sehingga menjadi berkas1 yang lengkap dan utuh serta 
mencerminkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip. 

c. Penataan Arsip Inaktif yank dipindahkan kedalam boks, dengan 
rincian kegiatan : 
- menata folder /berkas y~g berisi Arsip Inaktif yang akan 

dipindahkan, yang diurutkan berdasarkan nomor urnt daftar 
Arsip Inaktif yang dipindahkan; 

- Menyimpan dan memasukkan forlder /berkas Arsip Inaktif 
• I kedalam boks arsip; I 

! 
memberi label boks arsip, dengan keterangan : nomor boks, 
nama Unit Pengolah, nomor urut arsip, dan tahun penciptaan 

I 
arsip; I 

pen.gaturan fisik arsip; 

I 

a. Penataan Arsip lnaktif padaUnit Kearsipan dilaksanakan melalui 
kegiatan: 

2. Penataan Arsip lnaktif 

PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF !DARI UNIT KEARSIPAN I>ENCIPTA 
ARSIP KE LKD I 
a) Arsip inaktif yang memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 

dipindahkan dari Pencipta Arsip ke LKD. 

b) Pemindahan Arsip lnaktif dilakukan dalam kondisi tertata, baik fisik 
maupun informasinya, dilengkapi dengan daftar arsip yang dipindahkan 
dan dibuat Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif. 

c) Prosedur Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Kearsipan ke LKD meliputi: 
1. Penyeleksian Arsip Inaktif 

Penyeleksaian arsip inaktif pada Unit Kearsipan dilakukan terhadap 
Arsip Inaktif yang memiliki retensi atau masa simpan paling singkat 
10 (sepuluh) tahun. Penyeleksian dilakukan dengan cara melihat 
tahun penciptaan Arsip, mencocokkan dengan retensi Inaktif yang 

I 

tercantum dalam JRA. 
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(1) Nomor Berisi nomor urut jenis arsip 

(2) Kode Klasifikasi Berisi tanda pen gen al arsip yang dapat 
Arsip membedakan antara mas al ah yang satu 

dengan masalah yang lain. 
(3) Jenis / Series Arsip Berisi jenis / series arsip 
(4) Tahun Berisi tahun terciptanya arsip 
(5) Jumlah Berisi jumlah arsip dala.m. setiap jenis 

(eksemplar / folder/ boks) 
(6) Tingkat Berisi tingkat perkembangan arsip (asli/ 

Perkembangan copy/ tembusan). 
Bil~ terdiri dari beberapa tingkat 
perkembangan dicantumkan seluruhnya 

(7) NomorBoks Berisi nomor yang memuat lokasi pad.a boks 
berapajenis arsip clisimpan 

(8) Keterangan Berisi kekhususan arsip (kertas rapuh/ 
berkas lengkap / la.m.piran tidak ada) 

Petunjuk Pengisian : 

Ttd 
NamaTerang 
NIP. 

Ttd 
Nama Terang 
NIP. 

Purwodadi, (tanggal/bln/ tahun] 
YANG MENERIMA 

Kepala Bidang Kearsipan LKD / 
Pejabat yang diberi kewenangan 

YANG MEMINDAHKAN 
Kepala Pencipta Arsip 

KODE JENIS/ TINGKAT NO 
NO KlASIFIKASI SERIES TAHUNI JUMLAH PERKEMBANGAN BOKS 

KETERANGAN 
ARSIP ARSIP - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I 

- keterangan. l 
Contoh: ! 
Organisasi Perangkat Daerah/Pencipta Arsip: . 

I 

- uraian informasi arsip; 
- kurun waktu; 
- jumlah; dan 

Kearsipan pada LKD sela.W penerima arsip, atau pejabat yang 
diberi kewenangan. 

b. Daftar Arsip Inaktif sekurang-kurangnya memuat: 
- Pencipta Arsip 

Unit Pengolah; 
- nomor arsip; 
- kode klasifikasi; 
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{ _ 
PIHAK PERTAMA PIHAKKEDUA 

Nama 
NIP 
Jabatan 
Unit Kerja 

Dalam hal mi bertindak atas nama ... (Nama Pencipta Arsip yang 
menyerahkan) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 
Nam.a 
NIP 
Jabatan 
Unit Kerja 

Dalam hal ini bertindak atas namadan untuk ... (Nama Perangkat Daerah 
yang menerima) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA m.enyatakan telah memindahkan Arsip Inaktif sejumlah ... 
box yang berisi ....... berkas seperti tercantum pada daftar Arsip Inaktif yang 
dipindahkan sebagaimana terlampin kepada PIHAK KEDUA. 

I 
PIHAK. KEDUA menyatakan telah menerima sejum.lah Arsip Inaktif sesuai 
daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan tersebut dari PIHAK PERTAMA untuk 
dilaksanakan Pengelolaannya sesucii. dengan peraturan perundang-undang 
yang berlaku, Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing, 
Lem bar kesatu untuk Pihak Pertama dan Lembar kedua untuk Pihak Kedua. 

I 

Pada hari ... Tanggal . . . Bulan ... Tahun . .. yang bertanda tangan dibawah 
I ini: 

I 
KOP SURAT PERANGKAT DAERAH 

i 
DERITA ACARA PEMINDARAN ARSIP INAKTIF 

i 

Contoh: 

Berita Acara Pemindahan Arsip sekurang-kurangnya memuat waktu 
• 

pelaksanaan, tempat, jenis arsip yang dipindahkan, jumlah arsip, 
' pelaksana dan penandatanganan oleh pimpinan Unit Pcngolah 

dan/ atau Unit Kearsipan. Berita Acara Pernindahan Arsip Inaktif dan 
Daftar Arsip yang Dipindahka_,'l yang dicetak rangkap 2 (tiga) dengan 
rincian sebagai berikut: 
- Rangkap Pertarna untuk LKD. 
- Rangkap Kedua untuk Unit ~earsipan Pencipta Arsip. 

I 

I 
4. Penyusunan Berita Acara Pernindahan Arsip Inaktif. 
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1) Pembentukan panitia penilai a.rsip ditetapkan oleh pimpinan Pencipta 
Arsip. 

2) Panitia penilai arsip bertugas untuk melakukan penilaian arsip yang 
akan dimusnahkan. 

3) Panitia penilai arsip berjumlah ganjil. 
4) Panitia penilai arsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur: 

• a. pimpinan Unit Kearsipan sebaged ketua merangkap anggota; 
b. pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai 

anggota; dan 
c. Arsiparis sebagai anggota atau Pengelola Arsip (bagi lembaga yang 

I 

belum terdapat Arsiparis}. 

5) Panitia penilai arsip pemerintah da.erah yang memiliki retensi 
I 

dibawah 10 (sepuluh} tahun terdiri dari: 
a. pimpinan Unit Kearsipan pada tiap Pencipta Arsip sebagai ketua 

merangkap anggota; 
b. pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai 

I 

anggota; dan ! 
c. Arsiparis sebagai anggota atau Pengelola Arsip (bagi Pencipta Arsip 

yang belum terdapat A1·sipJris). 

6) Panitia penilai arsip pemerintah daerah yang memiliki reten.si paling 
singkat 10 (sepuluh) tahun te~diri dari: 

A. PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP 

PEMUSNAHAN ARSIP 
I 

I 
L Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun 

i 
dilaksanakan/menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di masing- 
masing Pencipta Arsip. 

2. Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh) 
tahun dilaksanakan/ m.enjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan 
Daerah. 

3. Prosedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan sebagai berikut : 
a. pembentukan panitia penilai arsip; 
b. · penyeleksian arsip; 
c. pembuatan daftar arsip usul musnah; 
d. penilaian Arsip oleh panitia p~nilai arsip; 
e. permohonan persetujuan / pertimbangan; 
f. penetapan arsip yang akan dimusnahkan; dan 
g. pelaksanaan pemusnahan. 

BABil 
I 
I 
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berisi riomor urut 
berisi jenis / series arsip 

Keterangan : 
Nomor 
Jenis I Series Arsip 

·- 
NO JENIS ARSIP TAHUN JUMLAH TING KAT KETERANGAN 

I PERKEMBANGAN I 

I 
I 
I 
I 

DAFTAR ARSIP: USUL MUSNAH 

Contoh: 

C. PEMBUATAN DAFTAR ARSIP USUL MUSNAH 

1) Hasil penyeleksian arsip du.uangkan dala.m Daftar Arsip Usul 
Musnah. 

2) Daftar arsip usul musnah sekurang-kurangnya berisi: nomor, jenis 
arsip, tahun, jumlah, tingkatl perkembangan, dan keterangan. 

I 

2) Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan pada 
kolom keterangan dinyatakanl musnah, maka. arsip terse but dapat 
dikategorikan sebagai arsip u~ul musnah. 

3) Dalam hal Pencipta Arsip belum memiliki JRA, dalam melaksanakan 
pemusnahan arsip mengikuti filiapan prosedur pemusnahan arsip 
dan setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI. 

dinyatakan musnah. 

I 

1) Penyeleksian arsip dilakukan ~leh panitia penilai arsip berdasarkan 
JRA yang sudah ditetapkan' dengan cara melihat pada kolom 
jenis/ series arsip, retensi Iriaktif, dan pada kolom keterangan 

I 

B. PENYELEKSIAN ARSIP 

a. pimpinan Lembaga Kearsitan Daerah sebagai ketua merangkap 
anggota; 

i 

b. pimpinan Pencipta Arsip 
1yang arsipnya akan dimusnahkan 

sebagai anggota; dan 
c. Arsiparis sebagai anggota atau Pengelola Arsip pada Lembaga 

Kearsipan Daerah ( bagi L~ yang belum terdapat Arsiparis ). 

7) Dalam hal Pencipta Arsip belum memiliki Arsiparis, anggota dapat 
digantikan oleh pengelola arsip / pegawai yang mempunyai tugas dan 
tanggungjawab di bidang penJelolaan arsip. 

I 
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a. Menyampaikan permohonan persetujuan Pemusnahan Arsip yang 
I 

memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh) tahun kepada Kepala 
ANRI dilengkapi dengan : 
1. Surat permohonan persetujuan pemusnahan arsip dari 

pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala ANRI. 
2. Surat pertimbangan oleh Panitia Penilai Arsip. 
3. Daftar Arsip Usul Musnah dalarn bentuk hardcopy dan 

softcopy yang ditanda tangani oleh. pimpinan Pencipta Arsip 
dan diparaf oleh pimpinan unit kearsipan di lingkungannya 

b. Surat Persetujuan Pemusnahan Kepaia ANRJ beserta lampiran 
Daftar Arsip Persetujuan M:usnah disampaikan kepada Pimpinan 
Pencipta Arsip untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar 
Penetapan Daftar Arsip Musnah. 

I 

3) Mekanisme persctujuan pemusnahan arsip yang memiliki retensi 
dibawah 10 ( sepuluh) tahun : 
a. Menyampaikan surat permohonan persetujuan pemusnahan 

arsip dari Pimpinan P~ncipta Arsip kepada Bupati untuk 
pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun dan 
telah diseleksi serta diriilai oleh Panitia Penilai Arsip dengan 
kelengkapan sebagai berikut : 
1. Surat permohonan persetujuan pemusnahan arsip yang 

ditandatangani oleh pimpinan Pencipta Arsip. 
2. Surat pertimbangan d1eh Panitia Penilai Arsip. 

I 
3. Daftar Arsip Usul Musnah dalam bentuk hardcopy dan 

softcopy. 

I 
E. PERMOHONAN PERSETUJUAN/PERTIMBANGAN 

1) Persetujuan/pertimbangan Pymusnahan arsip terdiri dari: 
a. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan kabupaten yang 

I 
memiliki retensi paling , singkat 10 (sepuluh) tahun harus 
mendapatkan persetujuan; tertulis dari Kepala ANRI; 

b. Pemusnahan arsip di lingkungan BUMD yang memiliki retensi 
paling singkat 10 {sepuluh) tahun harus mendapatkan 
pertimbangan tertulis danl Kepala ANRI; 

c. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan kabupaten yang 
memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh} tahun harus mendapat 
persetujuan tertulis dari bupati; 

I 

d. Pemusnahan arsip di lingkungan BUMD yang memiliki retensi 
dibawah 10 (sepuluh) tahun harus mendapat pertirnbangan 
tertulis dari pimpinan BUMD. 

2) Mekanisme persetujuan pemusnahan arsip yang merniliki retensi 
' paling singkat 10 (sepuluh) tahun: 
I 
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melakukan penelaahan terhadap surat permohonan 
persetujuan pemusnahan arsip dan kelengkapannya. 

2. Pimpinan LKD memberikan disposisi kepada Bidang 
Kearsipan. 

3. Bidang Kearsipan LKD bersama Arsiparis melakukan 
penelaahan dan dapat berkoordinasi dengan pimpinan 
instansi Pencipta Arsip yang mengusulkan pemusnahan 
arsrp. 

4. Bidang Kearsipan LKD menyampaikan hasil tertulis 
penelaahan kepada Pimpinan LKD secara berjenjang disertai 
konsep surat persetujuan pemusnahan arsip beserta 

I 

lampiran Daftar Arsip Persetujuan Musnah yang akan 
ditandatangani Bupati dan cliparaf oleh Arsiparis yang 
menelaah, Kepala Bidang Kearsipan, dan Pimpinan LKD. 

I 
c. Pemberian Persetujuan Pemusnahan Arsip 

1. Penyampaian konsep I surat persetujuan pemusnahan Arsip 
beserta lampirannya dari LKD kepada Bupati. 

2. Bupati menandatangani surat persetujuan pemusnahan 
arsip dan lampirannya. Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip 
dan lampirannya dibuat rangkap 2 (dua) rangkap. 

3. Penyampaian surat p,ersetujuan pemusnahan arsip kepada 
I 

instansi Pencipta Arsip dengan rincian 1 (satu) rangkap 
dikirimkan kepada instansi Pencipta Arsip, 1 (satu) rangkap 
disimpan di LKD. 

4. Surat Persetujuan Bupati yang dilampiri Daftar Arsip 
j 

Persetujuan Musnah' selanjutnya oleh pimpinan instansi 
Pencipta Arsip digunakan sebagai dasar Surat Penetapan. 
Arsip Musnah besertal Daftar Arsip Musnah. Surat Penetapan 
Arsip Musnah beserta lampiran dibuat dalam 2 (dua) rangkap 

I 

dengan rincian 1 { saru ) rangkap disimpan di instansi 
I 

Pencipta Arsip, 1 (satu) rangkap ditem.buskan kepada LKD. 

dengan persetujuan pennohonan menindaklanjuti 

b. Penelaahan surat beserta daftar Arsip Usul Musnah. 
Surat beserta Daftar Ars~p U sul Musnah yang diajukan kepada 
Bupati selanjutnya ditelaah dengan tahapan sebagai berikut: 
1. Bupati memberikan disposisi kepada LKD Ka bu paten un tuk 

4. Daftar Arsip Usul Musnah ditandatangani oleh pimpinan 
Pencipta Arsip dan diparaf oleh pimpinan unit kearsipan 
dilingkungannya. 
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Saksi-Saksi: 
1. (Kepala Unit Pengolah]; 
2. (LKD); 
3. (Bagian Hukum Setda);dan/atau 
4. ( Unit kerja bidang pengawasan) 

Kepala Unit Kearsipan 

Pada hari ini tanggal. bulan tahun.............. yang 
bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan 
penilaian kembali arsip telah melaksanakan pemusnahan arsip . 
Sebanyak tercantum dalam Daft.ar Arsip Yang dimusnahkan terlampir 

I 

........... lembar. Pemusnahan arsip1secara total dengan cara . 

!IERITA AC.AIM. PEMUSNAHAM ARSIP 
Nomor :; . 

4) Dalam hal pemusnahan arsip tanpa JRA harus mendapatkan 
persetujuan dari Kepala ANRI tanpa membedakan retensinya. 

I 

Pengajuan persetujuan melalui penyampaian surat permohonan 
I 

persetujuan pemusnahan arsip dan Daftar Arsip Usul Musnah yang 
ditanda-tangani oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala ANRI. 
Untuk mekanisme selanjutnya sama dengan proses pemberian 
persetujuan pada usul pemusnahan Arsip yang memiliki retensi 
paling singkat 10 (sepuluh) tahun. 

D. PENETAPAN ARSIP YANG AKAN DIMUSNAHKAN 
Pimpinan Pencipta Arsip mengeluarkan penetapan terhadap arsip yang 
akan dimusnahkan dengan mengacu pada persetujuan tertulis dari 

I 
Kepala ANRI/bupati/pimpinan I?UMD sesuai wilayah kewenangannya 
dan pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip. 

I 

E. PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP 
1) Pelaksanaan pemusnahan arsip memperhatikan ketentuan: 

a. dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip rnusnah 
• 

dan tidak dapat dikenali; I 

: b. disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dari LKD, 
bagian hukum setda clan/ atau unit kerja bidang pengawasan dari 
lingkungan Pencipta Arsipyang bersangkutan; dan 

c. disertai penandatanganan, berita acara yang memuat daftar arsip 
yang dimusnahkan. 

2) Pelaksanaan pemusnahan arsip dilakukan. dengan membuat Berita 
I 

Acara Pemusnahan beserta Daftar Arsip Usul Musnah yang dibuat 
I 

rangkap 2 (dua). 
3) Berita acara tersebut ditandatangani oleh pirnpinan Unit Kearsipan, 

I 

pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dim.usnahkan, dan 
I 

disaksikan sekurang-kurangnya dari LKD, bagian hukum Setda 
I 

dan/ atau unit kerja bidang pengawasan. 
Contoh: 
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I 

pelaksanaan pemusnahan arsip; 
g. berita acara pemusnahan arsip; 
h. daftar arsip yang dimusnahkan. 

I 
5) Pemusnahan dokumen non Jarsip, blanko, amplop, undangan, dan 

hasil duplikasi dapat dilaksanakan secara mandiri di masing-masing 
Unit Pengolah. 1 

6) Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip 
wajib disimpan oleh Pencipta Arsip, meliputi: 
a. keputusan pernbentukan panitia pemusnahan arsip; 
b. notulen rapat penitia penilai pemusnahan arsip pada saat 

melakukan penilaian; 
c. surat pertimbangan dari panitia penilai kepada pimpinan 

J 

Pencipta Arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan 
rnusnah dan telah mernenuhi syarat untuk dirnusnahkan; 

d. surat persetujuan pemusnahan arsip dari Pimpinan Daerah 
I 

untuk Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun; 
e. surat persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala ANRI untuk 

pemusnahan arsip yang t11emiliki retensi sekurang-kurangnya 10 
tahun; 

f. keputusan pimpinan Pencipta Arsip tentang penetapan 

d. pembakaran 

4) Pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan cara, antara lain: 
a. pencacahan; 
b. penggunaan bahan kimia 
c. pulping; atau 
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Keterangan : 
*) Pimpinan instansi/Pencipta Arsip (dalam hal tertentu dapat diwakilkan). 
**) Huruf dicetak bold. 
Naskah Betita Acara diketik menggunakan jenis huruf Bookman Old Style, 
ukuran 12. 

Dibuat di (tempat), (tgl) 
PIHAK PERTAMA 

Jabatan*) 
Ttd 

N ama tan pa gelar**) 
NIP 

PIHAKKEDUA 
Jabatan*) 

Ttd 
Nama tanpa gelar**) 

NIP 

I 

Pada hari ini , , tanggal , bulan ,ta.bun bertempat di 
.... [nama, tempat dan alamat), kami yang bertanda tangan dibawah ini: 
1. Nama 

NIP/NIK 
Jabatan*) 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA bertindak untuk dan atas nama ( Pencipta 
Arsip yang menyerahkan). 
2. Nama 

NIP/NIK 
Jabatan*) 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA bertindak untuk dan atas nama .... (LKD 
Kabupaten), telah melaksanakan serah terima arsip ..... (nama PENCIPTA ARSIP 
yang menyerahkan) yang memiliki nilai guna nasional seperti yang tercantum 
dalam daftar arsip terlampir untuk disimpan di Lembaga Kearsipan Dacrah 
Kabupaten Grobogan. 
Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan PARA PIHAK 
menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama. 

. 
BERITA ACARA SERAH TERI.MA ARSIP 

DARI (Nama Pencipta ArsipJ KEPADA DINAS KEARSIPAN DAN 
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

Nomor : / Tahun penyerahan 

KOP SURAT YANG MENYERAHKAN ARSIP STATJS 

Contoh: 

1) Serah terima. arsip statis dilaksanakan dengan Keputusan Bupati 
kepada Kepala LKD dan disertai berita acara terima arsip statis 
dibuat rangkap 2 (dua), daftar arsip usul serah dan fisik arsip yang 
akan diserahkan. 

2) Susunan format berita acara meliputi: 
a. Kepala, memuat logo, judul, dan hari/ tanggal/ tahun, tempat 

pelaksanaan penandatariganan, nama dan jabatan para pihak 
yang membuat berita acara; 

b. batang tubuh, memuat kegiatan yang dilaksanakan, termasuk 
bilamana ada klausul perjanjian antara kedua pihak khususnya 
mengenai hak akses Arsip Statis; 

c. kaki, memuat nama jabatan dan pejabat atau pihak yang 
dikuasakan olehnya, serta tanda tangan para pihak yang 

I 

melakukan penandatanganan naskah berita. 

F. PELAKSANAAN SERAH TERIMA ARSIP 
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SIU SUMARNI 

BUPATI GROBOGAN 

3) Fisik arsip yang akan diserahkan dimasukan dalam folder dengan 

mencantumkan nomor arsi);l sesuai dengan nomor yang tercantum 
dalam Daftar Arsip. I 

4) Arsip yang sudah dimasukari dalam folder dimasukan ke dalam Boks 
I 

Arsip dan pada sisi lebar Boks Arsip diberi label dan dicantumkan 
nomor serta nomor urut Arsip yang ada dalam Boks Arsip tersebut. 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)
	image_017.pdf (p.17)
	image_018.pdf (p.18)
	image_019.pdf (p.19)
	image_020.pdf (p.20)
	image_021.pdf (p.21)
	image_022.pdf (p.22)
	image_023.pdf (p.23)
	image_024.pdf (p.24)

